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Abstrak

Nama : Achmad Arif Alvianto
Nim :201910110311466
Judul : IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SISTEM TATA NEGARA

Pembimbing : 1. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, SH., MH

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
(IKN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada kesesuaiannya
dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-
undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Hasil analisis menunjukkan bahwa model pemerintahan Otorita IKN merupakan
sebuah anomali konstitusional. Status -hukumnya yang hibrida—sebagai
Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) namun berfungsi sebagai lembaga
setingkat kementerian menciptakan ambiguitas hukum yang signifikan. Landasan
hukum yang digunakan, yaitu Pasal 18B UUD 1945, dinilai sebagai "jalan pintas
konstitusional" untuk menghindari kewajiban demokrasi yang diatur dalam Pasal
18. Model ini secara fundamental mencederai prinsip kedaulatan rakyat melalui
dua mekanisme utama: pertama, penunjukan Kepala Otorita secara langsung oleh
Presiden, yang meniadakan pemilihan umum daerah (Pilkada); dan kedua,
ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mengamputasi fungsi
vital legislasi, anggaran, dan pengawasan lokal. Akibatnya, terjadi defisit
demokrasi yang serius, di mana kekuasaan terpusat pada eksekutif yang tidak
akuntabel kepada rakyat setempat, sehingga menciptakan risiko "enklave
otoritarian" demi efisiensi proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model
Otorita IKN tidak selaras dengan jiwa desentralisasi dan demokrasi yang menjadi
pilar reformasi, serta berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi tata kelola
pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci :Otorita, Ibu Kota Nusantara, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi,
Desentralisasi, Kedudukan dan kewenangan otorita.
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Abstract

Nama : Achmad Arif Alvianto
Nim :201910110311466
Judul : IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SISTEM TATA NEGARA

Pembimbing : 1. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, SH., MH

This study analyzes the position and authority of the Nusantara Capital City (IKN)
Authority within the Indonesian constitutional system, with a focus on its alignment
with the principle of people's sovereignty under the 1945 Constitution. Employing
a normative juridical research method with conceptual and statutory approaches,
this study examines Law No. 3 of 2022 concerning the IKN. The analysis indicates
that the IKN Authority's governance model constitutes a constitutional anomaly. Its
hybrid legal status as a Special Regional Government (Pemdasus) while functioning
as a ministry-level institution creates significant legal ambiguity. The legal basis
utilized, Article 18B of the 1945 Constitution, is deemed a "constitutional shortcut"
to circumvent the democratic obligations stipulated in Article 18. This model
fundamentally undermines the principle of people's sovereignty through two
primary mechanisms: first, the direct appointment of the Head of the Authority by
the President, which nullifies regional head elections (Pilkada); and second, the
absence of a Regional People's Representative Council (DPRD), which amputates
the vital functions of local legislation, budgeting, and oversight. Consequently, a
serious democratic deficit arises, wherein power is centralized in an executive that
is not accountable to the local populace, thereby creating the risk of an
"authoritarian enclave" for the sake of project efficiency. This study concludes that
the IKN Authority model is incongruent with the spirit of decentralization and
democracy, which are pillars of the reform era, and potentially sets a dangerous
precedent for governance in Indonesia.

Keywords: Authority, Nusantara Capital City, People's Sovereignty, Democracy,
Decentralization, Position and Authority of the Authority.
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